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ABSTRAK 
 
MUH. CHAERUL.R (B111 10 351), Efektivitas Pembinaan Narapidana 
Narkotika berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999  
tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan 
pemasyarakatan di Sulawesi Selatan di bawah bimbingan Bapak 
Pangerang Moenta sebagai pembimbing I dan ibu Tenri Famauri 
sebagai pembimbing II.   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 
pembinaan narapidana narkotika oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika  Sungguminasa, maupun hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, serta 
menguraikan fakta yang didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di (LAPAS) Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas II A Sungguminasa, penelitian lapangan, serta 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan.  
 
Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah: 
Pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa 
belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana 
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pembinaan yang dilaksanakan di  Lapas Narkotika klas IIA Sungguminasa 
yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan 
Kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Sungguminasa  adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab serta 
Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan 
pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang 
dilaksanakan ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, Pengelasan, 
Melukis, Berkebun, Pembuatan bingkai dan asbak dan Bercocok tanam 
serta.Hambatan yang dihadapi dalam hambatan yang dihadapi Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa antara lain: Peraturan khusus 
terhadap Pembinaan Narkotika,Daya tamping, Ruang Rehabilitasi (sakau) 
dan ruang isolasi, Luas Lahan ,Jumlah Petugas/Tenaga 
Kesehatan,Kapasitas Klinik Kesehatan,Jumlah Blok Hunian,Kualitas dan 
Kuantitas Petugas, Motivasi Narapidana.Dengan demikian berdasarkan 
segala macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang penulis temukan dalam 
penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses 
pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas IIA Sungguminasa Kab. Gowa belum berjalan efektif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusialain di 
dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia 
berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, 
semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di 
dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa 
kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan 
hasil pengalaman masa-masa yang silam.1 
Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum berkembang 
mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan 
guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi 
terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut 
UUD NKRI 1945) terdapat beberapa cita-cita bangsa antara lain 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. Tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem 
kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai 
dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
                                                           
1 Soerjono Soekanto,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2011, Hlm 1.  
 
 
2 
Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa 
sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan.2 
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya 
dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma 
hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan 
efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam 
merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar 
mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di 
bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk 
memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga 
memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat 
dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial 
masyarakat.3 
Merujuk terhadap konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari 
konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, 
bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. 
Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan 
hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.  
Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat 
dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah 
pemasyarakatan.Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan 
                                                           
2
Hariyanto Dwiatmojo,”Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana 
Narkotika” Jurnal Perspektif Volume XVIII no.2 tahun 2013 edisi Mei.Hlm 64. 
3 Siswanto Sunarso,Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta, PT 
RajaGrafindo persada,2004) Hlm 7. 
 
 
3 
narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan 
disesuaikan dengan kondisi narapidana.Melalui sistem pemasyarakatan 
ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat 
manusiawi dengan tetap menjungjung tinggi harkat dan martabatnya 
sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan 
narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran 
akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai 
orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Resosialisasi merupakan 
salah satu tujuan dari ide individualisasi pemidanaan yang lahir dari 
pemikiran mashab modern. 
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" 
secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana 
yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar 
Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk 
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.4 
Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 
pemidanaan.Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk 
mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik 
                                                           
4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan . 
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juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta 
merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila. 
Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat 
pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. 
Bagi  masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah 
Pancasila sudah seharusnya sistem pemidanaan juga berlandaskan nilai-
nilai Pancasila.5 
Meskipun demikian, penerapan sistem pemidanaan tersebut 
tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan 
terjadinya berbagai masalah dalam pelaksanaan sanksi pemidanaan 
tersebut pada lembaga pemasyarakatan. Salah satunya, yakni dengan 
maraknya pengrusakan, kerusuhan sampai pembakaran yang dilakukan 
oleh para narapidana terhadap lembaga pemasyarakatan, ini memberikan 
rasa was-was bagi aparat penegak hukum khususnya bagi petugas 
lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh, tragedi kerusuhan dan 
pembakaran Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tanjung Gusta, 
Medan, Sumatera Utara, bukan hanya karena permasalahan sepele 
seperti kerusakan listrik dan air. Kerusuhan ini juga menjadi puncak protes 
narapidana akibat dari perlakuan yang tidak adil dari petugas lapas dan 
dari kejadian tersebut ada 212 narapidana yang melarikan diri dan 22 
                                                           
5Sigit suseno, 2012 Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di luar 
KUHP. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
Hlm. 1. 
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diantaranya merupakan narapidana kasus teroris, dari empat narapidana 
tersebut merupakan otak dari kerusuhan tersebut.6 
Pelaksanaan sanksi pemidanaan pada lembaga pemasyarakatan 
sangat ditentukan dengan jenis kasus yang terjadi. Dengan sifat ideal 
yang menghendaki adanya pembinaan pada narapidana, maka 
penerapan sanksi pemidanaan tersebut haruslah merujuk pada jenis 
kasus yang narapidana tersebut lakukan, sehingga pembinaan tersebut 
akan berjalan secara efektif dan efisien. 
Salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan sanksi 
pemidanaan yang tepat, yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut saat ini telah memasuki 
masa paling kritisnya di Indonesia. Penyalahgunaan barang-barang haram 
ini telah menyentuh angka 5 juta jiwa atau 2,2 persen dari seluruh 
penduduk Indonesia. Peredarannya pun semakin meluas, tidak hanya di 
kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah atas. Penyebarannya pun 
mewabah, tidak hanya di perkotaan tapi juga perdesaan.Bahkan, survei 
Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa 
sekitar 70 persen dari 5 juta pengguna narkoba di negara ini adalah 
kelompok usia produktif. Mereka adalah remaja, pelajar, dan anak-anak 
muda berusia antara 11 hingga 24 Tahun.7 
                                                           
6
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/12/mptj8p-pembakaran-lapas-
medan-jadi-puncak-ketidakadilan-napi diakses pada Tanggal 25 Februari 2014. 
7http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3183-menggunting-mafia-narkoba.html diakses pada 
Tanggal 25 februari 2014. 
 
 
6 
Permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut juga banyak 
terjadi dalam lingkup wilayah hukum Sulawesi  Selatan Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus 
mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, 
agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk 
melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana 
benar-benar dapat berjalan dengan efektif. Sehingga permasalahan 
narkotika tersebut dapat segera teratasi.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ; 
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap 
narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Klas IIA Bolangi Sungguminasa? 
2. Apakah Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga  
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bolangi Sungguminasa? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan terhadap 
narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Klas IIA Bolangi Sungguminasa.  
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2. Untuk mengetahui hambatan yang  dihadapi dalam 
pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika pada 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bolangi 
Sungguminasa. 
 
D. Kegunaan  Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain: 
1. Manfaat Teoritis,penelitian ini diharapkan dapat memberikan  
dapat memberikan konstribusi pemikiran atau informasi awal 
bagi peneliti selanjutnya. 
2. ManfaatPraktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bolangi 
Sungguminasa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap 
Narapidana Narkotika. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Efektivitas  
Secara etimimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang 
berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya); manjur atau 
mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang 
usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang 
peraturan).8 
Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai 
dengan masukan  yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat 
waktunya untuk mencapai  tujuan atau sasaran yang 
ditetapkan.9Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan 
bahwaSuatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuanya 
biasanya diatur pada pengaruh keberhasilanya untuk mengatur sikap 
tindak atau prilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya 
positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif.10 
Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau 
tidak antara lain:11 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 
                                                           
8
 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Hlm.  131. 
9 Sondang Siagi, Filsafat Administrasi, Gunung Agung,Jakarta, 1991, Hlm. 71. 
10 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya. Bandung, 1985, Hlm7. 
11 Sondang Siagi.,Op.Cit., Hlm. 77.  
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3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; 
4. Perencanaan yang mantap; 
5. Penyusunan program yang mantap; 
6. Tersedianya sarana dan prasarana; 
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien; 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
Dalam kamus ilmiah populer, Istilah efektivitas diartikan sebagai 
ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan.12 Ini berarti bahwa kata 
efektivitas digunakan untuk menentukan  apakah sesuatu yang digunakan 
sudah tepat penggunanaanya dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan 
atau yang diharapkan sebelumnya. Soerjono Soekanto pada intinya 
menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penggunaan hukum pada lima 
hal,Yaitu, Faktor Hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana 
atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.13 
Berikut ini merupakan definisi efektivitas menurut beberapa ahli, 
antara lain :14 
1) Hidayat: 
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 
target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.Dimana 
semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 
efektivitasnya”. 
                                                           
12
Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994 
13 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,Jakarta, PT Raja 
Grafindo Persada, 2005, Hlm. 9 
14 http:// dansite.wordpress.com/pengertian-efektivitas/,diakses pada Tanggal 25 Februari 2014 
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2) Schemerhon John R. Jr : 
“Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan 
cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) 
dengan Output realisasi atau sesungguhnya (disebut efektif).” 
3) Prasetya Budi Saksono  
“Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang 
dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input.” 
Efektivitas menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator 
efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu 
target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan.Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas,penulis 
menarik suatu pandangan bahwa konsep efektivitas merupakan suatu 
konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan 
efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun 
tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan. 
 
B. Efektivitas Hukum  
Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui 
sejauh mana efektivitas dari hukum,maka kita pertama-tama harus dapat 
mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu 
saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum 
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yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat 
dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita dapat mempertanyakan 
lebih jauh derajat efektivitasnya.15 
Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang 
sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-
undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.16Menurut Krabbe bahwa 
kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 
terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang 
hukum yang diharapkan ada. Pernyataan tersebut sudah cukup 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, tetapi akan 
lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang 
fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.17 
Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam 
tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelmen : 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena ia takut sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan seseorang menjai rusak: 
                                                           
15 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum(legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), 
Jakarta, :Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm .375. 
16 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta:, Yarsif Watampone,1998 
,Hlm. 191. 
17Ibid.Hlm. 192. 
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3. Ketaatan yang  bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu 
sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.18 
Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran 
hukum yaitu:19 
a. Pengetahuan tentang hukum  
b. Pengetahuan tentang isi hukum  
c. Sikap hukum  
d. Pola perilaku hukum. 
Agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif, Adam 
Podgoreckimengemukakan bahwa:  
“…. di dalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk 
mengadakan social engineering diperlukan kemampuan-kemampuan 
sebagai berikut : 
a. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi; 
b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan 
menyususn penilaian-penilaian tersebut tata susunan yang 
hirarkhies sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperolah suatu 
pegangan atau pedoman apakah penggunaan suatu sarana 
menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya, apakah sarana 
penyembuhannya tidak lebih buruk daripada penyakitnya; 
                                                           
18Ibid.Hlm. 193. 
19Ibid.Hlm. 194. 
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c. Verifikasi terhadap hipotesis yang diajukan. Artinya apakah 
sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin 
tercapainya tujuan-tujuan yang dikehenaki atau tidak; 
d. Pengukuran terhadap efek-efek perraturan-peraturan yang 
diperlukan; 
e. Identifikasi tearhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralisir 
efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang 
diberlakukan; 
f. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, 
sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai; 
Efektivitas perundang-undang banyak tergantungbeberapa faktor, 
antara lain :20 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan; 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-
undangan di dalam masyarakat; 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 
instan (sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai 
sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas 
buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan; 
                                                           
20Ahmad Ali,,Menguak Teori Hukum(legal Theory)., Op.Cit.., Hlm. 378. 
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Pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu 
perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan 
peran,wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam 
menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 
menegakkan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto 
bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang 
mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 
netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor 
tersebut, adalah sebagai berikut : 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada 
undang-undang saja; 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari 
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pada efektivitas penegakan hukum.21Lebih lanjut bahwa petugas 
penegakan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas oleh karena 
menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan 
bawah.Jelasnya adalah bahwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya, 
maka petugas seyogianya harus mempunyai pedoman, antara lain, 
peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya, 
ini juga bisa menjadi tolok ukur sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh 
petugas penegakan hukum Karena di dalam kehidupan bermasyarakat 
petugas memainkan peranan yang penting dalam berfungsinya hukum.22 
Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, 
berdasarkan wewenang yang sah.Sanction merupakan aktualisasi dari 
norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan 
mendapat legitimasi bila tidak faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. 
Internal values, merupakan peniaian pribadi menurut hati nurani dan ada 
hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. 
Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan 
efektivitas hukum.agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak 
hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktulisasi 
kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi 
                                                           
21
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011, Hlm. 8-9. 
22 Soerjono Soekanto&Mustafa Abdullah,Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 
1982,  Hlm. 17. 
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tersebut menunjukkan  adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah 
efektif. 
Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai 
karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan 
memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Di 
samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang 
kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan 
pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.Pengaruh hukum dan 
konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap 
tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam 
kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada 
tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.Suatu tujuan hukum tidak sesalu 
identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan 
yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.23 
 
C. Tinjauan Umum Pengertian Dan Jenis-Jenis Narkotika  
1. Pengertian Narkotika  
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat 
yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang 
yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. 
Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” 
pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu 
                                                           
23 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Op.Cit.,Hlm. 
89-90. 
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sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan 
pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu : 
a. Mempengaruhi kesadaran; 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 
manusia; 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 
1) Penenang; 
2) Perangsang; 
3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membe-
dakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan 
kesadaran akan waktu dan tempat).   
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 
narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 
maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi, sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
undang-undang ini.24 
Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 
Narkotika, adalah sebagai berikut: 
                                                           
24 Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika  
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a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan ketergantungan.25 
 
2. Jenis-Jenis Narkotika 
Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupansehari-
hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas,terutama 
terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampahmasyarakat bila 
terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut: 
a. Candu atau disebut juga dengan OpiumBerasal dari sejenis 
tumbuhan yang dinamakan PapaverSomniferum, nama lain 
dari candu selain opium adalah madat; 
b. MorphineAdalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang 
terdapat padacandu mentah, diperoleh dengan jalan 
                                                           
25 Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
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mengolah secara kimia.Morphine termasuk jenis narkotika 
yang membahayakan danmemiliki daya eskalasi yang relatif 
cepat, di mana seseorangpecandu untuk memperoleh 
rangsangan yang diingini selalumemerlukan penambahan 
dosis yang lambat launmembahayakan jiwa; 
c. HeroinBerasal dari tumbuhan papaver somniferum. Heroin 
disebutjuga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya 
bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika; 
d. CocaineBerasal dari tumbuh-tumbuhan yang 
disebut erythroxylon coca.Untuk memperoleh cocaine yaitu 
dengan memetik daun coca,lalu dikeringkan dan diolah di 
pabrik dengan menggunakanbahan-bahan kimia; 
e. GanjaBerasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan 
rumputbernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja 
yaitumariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis 
yang dibuatdari dammar tumbuhan cannabis sativa. Efek 
dari hashis lebihkuat dari ganja; 
f. Narkotika sintetis atau buatanAdalah sejenis narkotika yang 
dihasilkan dengan melalui proseskimia secara farmakologi 
yang sering disebut dengan istilahNapza, yaitu kependekan 
dari Narkotika Alkohol Psikotropikadan Zat Adiktif lainnya. 
Napza tergolong zat psikoaktif, yaituzat yang terutama 
berpengaruh pada otak sehinggamenimbulkan perubahan 
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pada perilaku, perasaan, pikiran,presepsi atau pendapat dan 
kesadaran;26 
 
3. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika 
Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak 
pidana kejahatan dan pelanggaran (punishment) adalah merupakan ciri 
perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana 
umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-
norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-
sendiri dan pada tujuan akhir yang di harapakan adalah upaya pembinaan 
(treatment). 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 di atur 
mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman.27 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Kurungan 
4. Denda 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
                                                           
26Moh Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika.GHlmia Indonesia.2005,Hlm. 21-25. 
27Ibid.Hlm.46. 
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Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak 
pidana narkotika, hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 152 UU 
Narkotika, pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diberlakukan 
undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti 
dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. 
Sehubungan dengan sanksi tindak pidana narkotika yang termuat 
pada UU Narkotika salah satu didalamnya mengenai hukuman pidana 
seumur hidup yang dinyatakan secara tegas dalam UU Narkotika Pasal 
111 dan beberapa pasal kemudian, akan tetapi lazimnya berat ringan 
penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang pengadilan 
dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas 
suatu perkara pidana. 
 
D. Sistem Pemidanaan Indonesia  
Pedoman pemidanaan (straftoemeting-leiddraad),  tidak dapat 
dilepas-kan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu 
negara. Sebab bagaimana pun juga rumusan pedoman pemidanaan baik 
yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh 
aliran-aliran hukum pidana yang dianut. 
Di dalam duniahukum pidana terdapat tiga aliran, yaitu: 
a. Aliran Klasik; 
b. Aliran Modern; 
c. Aliran Neoklasik. 
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Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana 
yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan presepsi 
manuisa tentang hak-hak asasi manusia. 
a. Aliran Klasik, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak 
kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang 
demikian ialah hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht). 
Aliran Klasik ini berpijak pada tiga tiang: 
1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa 
undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan 
tiada penuntutan tanpa undang-undang. 
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana 
untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau 
karena kealpaan. 
3. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa 
pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk 
mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal 
dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.28 
b. Aliran Modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. 
Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran 
positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode 
ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan 
                                                           
28 Dwidja Priyatno,Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.Refika Aditama.2009.Hlm 31-
33. 
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mempengaruhi penjahat secara postif sejauh ia masih dapat diperbaiki. 
Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau daderstrafrecht. 
Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara 
abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang 
melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam 
kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak 
pribadinya, faktor-faktor biologis atau lingkungan kemasyarakatan.Jadi 
aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk 
menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.29 
Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut: 
1. Menolak definisi hukum dari kejahatan (rejected legal definition 
of crime). 
2. Pidana harus sesuai dengan tindak pidana (let the punishment 
fit the criminal). 
3. Doktrin determinisme (Doctrine of determinisme). 
4. Penghapusan pidana mati (abolition of the death penalty). 
5. Riset empiris (Empirical Research: Use of the inductive 
method). 
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti 
(indeterminatesentence). 
c. Aliran Neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan 
adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut 
                                                           
29Ibid.Hlm. 34. 
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aliran ini kebanyakan sarjana Inggris menyatakan bahwa konsep 
keadilan social berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak 
adil. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum 
pidana yang berorientasi kepada daad-daderstrafrecht.30 
Adapun cirri-ciri aliran ini adalah; 
1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat 
dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan 
keadaan-keadaan lain. 
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan. 
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan 
peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya per-
tanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu 
seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang 
dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang 
pada saat terjadinya kejahatan. 
4. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna 
menentukan derajat pertanggungjawaban. 
Tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusannya tidak kita 
jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari 
beberapa rumusan KUHP kita sendiri.Berdasarkan praktek peradilan 
pidana di Indonesia untuk dapat terselenggarananya Sistem Peradilan 
Pidana (Criminal Justice system) yang baik, maka perlu dibuat suatu 
                                                           
30Ibid.Hlm. 35. 
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pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas.Pedoman ini sangat 
berguna bagi Hakim dalm memutuskan suatu perkara dan mempunyai 
dasar pertimbangan yang cukup rasional. Maka sehubungan dengan hal 
tersebut di atas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, 
terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut: 
Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan: 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
d. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana; 
e. Cara melakukan tindak pidana; 
f. Sikap dan tidakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Riwayat hidup dan keadaan social-ekonomi pembuat tindak pidana; 
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.31 
Lebih lanjut merujuk sistem pemidanaan di Indonesia tidak lepas 
dari tujuan pemidanaan, Muladi cenderung mengadakan kombinasi tujuan 
pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan 
Sosiologis, Ideologis dan Juridis Filosofis tersebut.Di landasi oleh asumsi 
dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap 
                                                           
31Ibid.Hlm. 38-39. 
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keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat 
yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat.Dengan 
demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan 
individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.Hal ini terdiri dari 
seperangkat tujuan pemidanaan yang haarus dipenuhi, dengan catatan 
bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. 
Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas adalah: 
(1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) 
memeli-hara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan/pengimbangan. 
Tim perancangan Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat 
bahwa tujuan pemidanaan adalah:32 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimnulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 51 Konsep 
RKUHP 2004). 
Untuk itu sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah 
sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang 
                                                           
32Ibid.Hlm. 28-29. 
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ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta 
perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 
tahun 1960 tentang perubahan KUHP(selanjutnya disebut UU Prp ), UU 
No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 
18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan zaman penjajahan belanda 
sudah tidak dipakai lagi di negara kita, tapi sistem pemidanaannya masih 
tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek 
pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan 
dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman 
W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:  
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya 
didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai 
terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka 
bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik 
tembok penjara. 
2.  Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.  
Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam 
saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok 
diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang 
bersangkutan.Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana 
tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti 
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penambahan pidana tersebut adalah fakultatif.Jadi pada dasarnya dalam 
sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan pidana 
pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3)(perampasan atas barang sitaan 
dari orang yang bersalah) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum 
dewasa tersebut pada orangtuanya). Mengenai maksimum pidana penjara 
dalam KHUP adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga 
menjadi dua puluh tahun, yang pidananya hakim boleh memilih antara 
pidana mati,pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu 
tertentu. Atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 
selama waktu tertentu sebagaimana 39 diatur dalam Pasal 12 ayat (3) 
sedangkan minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu 
hari dan paling lama lima belas hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 
ayat (2) KUHP. 
Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu 
tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam 
hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau 
karena ketentuan Pasal 52-52a.Adapun minimum pidana kurungan adalah 
satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP. 
 
E. Lembaga Pemasyarakatan  
Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai 
pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan 
terhadap terhukum (narapidana) serta adanya bangunan yang harus 
didirikan dan pergunakan untuk menampung para terhukum yang 
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kemudian dikenal dengan bangunan penjara.Dalam Sistem baru 
pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat 
prioritas khusus.Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih 
menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun image yang menyeramkan 
dicoba untuk dinetralisir. 
Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman 
setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak 
dipakai dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan”karena sejarah 
pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem 
kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda 
sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan 
perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. 
Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang 
mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui 
proses persidangan di pengadilan.Pada awalnya tujuan pemidanaan 
adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan 
tindak pidana lagi.Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan 
hukum.Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada 
pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan).Berangkat dari upaya 
perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani 
pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan 
hukum yang memadai.33 
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Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU 
Pemasyarakatan yaitu:34 
Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. 
Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian 
dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar 
mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara 
Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan 
negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka 
mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. 
 
F. Pembinaan Narapidana  
Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek 
pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang  dilakukan 
dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakukan 
sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan 
falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakukan terhadap 
narapidana.35 Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas 
mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan 
narapidana kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.  
                                                           
34Pasal I ayat 3Undang-Undang No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
35C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta:Djambatan, 1995. Hlm.42. 
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Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga 
binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan 
agarmereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan 
bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi 
negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-
tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk 
melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya 
guna,tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan 
profesional dan integritas moral. 
Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuakan 
dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD NKRI 1945 
dan Standar Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan 
pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah 
memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan 
pembinaan dapat dicapai. 
Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika masih mengacu terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI 
Nomor:M.02-PK.04.10Tahun1990 tentang pola pembinaan narapidana 
tahanan oleh karena tidak ada juklak khusus pembinaan narapidana 
narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.Ruang lingkup 
pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola 
Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang :  
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1. Pembinaan Kepribadian meliputi :  
a. Pembinaan kesadaran beragama.   
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama 
member pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat 
menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan 
perbuatan yang salah.  
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.  
Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila 
termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga 
negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. 
Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bagsa dan 
negara adalah sebagian dari iman (takwa).  
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).  
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan 
berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat 
sehingga dapt menunjang kegiatan-kegiatan positif yang 
diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual 
dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun 
informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar 
dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. 
Pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursus-kursus, 
latihan keterampilan dan sebagainya.  
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d. Pembinaan kesadaran hukum.  
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan 
dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang 
bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi 
sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan 
kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan 
keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, 
ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya 
perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada 
hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk 
membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama 
berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada 
kembali ditengah-tengah masyarakat  
e. Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat.  
Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan 
kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar 
bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat 
lingkungannya. 
2. Pembinaan Kemandirian.  
Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga 
Pemasyarakatan melalui program-program :  
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a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : 
kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan 
alat-alat elektronik. 
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, 
misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan 
bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah 
rotan menjadi perabotan rumah tangga). 
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-
masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu 
diusahan pengembangan bakat itu. Misalnya memilki 
kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan 
ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat 
mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.  
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 
kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan 
teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industry kulit, 
industri pembuatan sepatu.  
Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 
Pemasyarakatan) adalah:36 
Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara 
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 
                                                           
36Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
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yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, 
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan 
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam 
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
Negara yang baik dan bertanggung jawab. 
Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif 
sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek 
sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia 
untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai 
eksistensi sejajar dengan menusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah 
model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana 
secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari 
negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai 
sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan 
penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi 
manusia. 
Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina 
dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina 
tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi 
narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan 
pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun 
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dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana,menjalani 
pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. 
Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu 
merubah seseorang menjadi produktif. 
Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan 
kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-
prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar 
pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan 
narapidana yaitu : 
1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. 
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 
3. Masyarakat,  adalah orang-orang yang berada di sekeliling 
narapidana pada masih di luar lembaga pemasyarakatan/rutan, 
dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat 
setempat. 
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara,petugas 
keagamaan,petugas sosial,petugas lembaga pemasyarakatan, 
rutan, Balai hakim Wasmat dan lain sebagainya.37 
Menurut Sahardjo dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di 
Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan 
                                                           
37 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, op cit, Hlm .51. 
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bagi narapidana.prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan 
adalah:38 
1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan 
kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan 
berguna dalam masyarakat; 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari 
Negara; 
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan 
dengan bimbingan; 
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih 
buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga; 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 
dikenakan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat; 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh 
bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi 
kepentingan lembaga atau neagara saja. Pekerjaan yang 
diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara; 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila; 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada 
narapidana bahwa ia itu penjahat; 
                                                           
38Ibid. Hlm. 2. 
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9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu 
hambatan pelaksanaan sitem pemasyarakatan. 
 Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan 
pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada 
awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di 
masyarakat.39 
Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah 
pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, 
pembinaan dan asimilasi.Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam 
sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar 
narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan 
atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke 
tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini 
dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak 
menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.40 
Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam 
tiga hal yaitu : 
a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi 
melakukan tindak pidana; 
                                                           
39IbidHlm 43. 
40IbidHlm 10. 
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b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 
membangun bangsa dan negaranya; 
c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
Menurut Harsono tentang tujuan pembinaaan adalah kesadaran 
(consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, 
maka seseorang harus mengenal diri sendiri, diri sendiri yang akan 
mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih 
positif. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara 
mencapainya dilakukan berbagai tahap: 
a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri, 
narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat 
merenungkan,menggali dan mengenali diri sendiri; 
b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap 
kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai 
makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan 
dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa 
depannya sendiri; 
c. Mengenal potensi diri. Narapidana diajak mampu mengenal 
potensi diri. Mampu mengembangkan potensi diri, 
mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri; 
d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri 
sendiri kea rah yang positif, ke arah perubahan yang semakin 
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baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, 
bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian 
agar menjadi lebih matang; 
e. Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah 
mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, 
diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, 
keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya; 
f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, 
keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, 
bangsa dan negaranya; 
g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah 
mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri 
yang kuat. Percaya akan tuhan, percaya bahwa diri sendiri 
mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaaan diri 
sendiri untuk lebih baik lagi; 
h. Memiliki tanggung jawab. Mengenal iri sendiri juga merupakan 
sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika 
narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan 
bertindak maka narapidana harus mampu pula bertanggung 
jawab atas keputusan dan tindakannya itu; 
i. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap terakhir diharapkan 
narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang 
utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan 
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halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah 
dan kehidupannya; 
Dengan memperhatikan tujuaan pembinaan adalah kesadaran, 
Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat 
menonjol sekali.Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi 
atas kesadaran diri sendiri.41 
Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana 
kasus narkotika, sudah barang tentu diperlukan pendekatan yang lebih 
proaktif dengan cara melakukan pengenalan dan kesadaran terhadap 
potensi yang mereka dapat kembangkan. Pola pembinaan sebagaimana 
yang dtempuh ini, merupakan suatu penggabungan antara pembinaan 
intra dan ekstra yang menyangkut: (1) Kepribadian, (2) Kesadaran 
berbangsa dan bernegara (3) Kemampuan intelektual, keterampilan dan 
kemandirian. 
 
  
                                                           
41Ibid.Hlm. 48-50. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi : 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Bolangi Sungguminasa.Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena 
lembaga pemasyarakatan klas II A Bolangi Sungguminasa merupakan 
Lembaga Pemasyarakatan yang khusus bagi narapidana tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan. 
 
B. Populasi dan Sample 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Bolangi Sungguminasa dan penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif dengan 
menggunakan Teknik Penentuan Sampel penelitian non probability 
sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa 
sampel harus di ambil agar dapat mewakili populasinya. Dan bentuk dari 
non probalitassampling disini di pergunakan bentuk purposive sampling, 
artinya, penarikan sampel di pilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, 
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dan sample yang dipilih  oleh peniliti yakni lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika klas II A Sungguminasa dalam hal ini yaitu : 
1. Kepala seksi pembinaan/pembimbingan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Bolangi Sungguminasa dan/atau 
jajarannya yang berwenang. 
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bolangi 
Sungguminasa. 
3. Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Bolangi Sungguminasa. 
Dan populasi yang diambil dari penelitian ini adalah di wilayah hukum 
Sulawesi Selatan. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari dua 
jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau dengan 
cara melihat dan membaca buku, bahan-bahan laporan dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum masyarakat dan 
pembangunan dan pembinaan narapidana. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, 
maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan 
penelitian sehingga penulis memiliki metode yang jelas mengenai 
mekanisme  perolehan data atau jawaban yang diperlukan.Dengan 
demikian, untuk memperolah data yang sesuai dengan tujuan penelitian, 
maka Penulis menggunakan metode kepustakaan (library research) dan 
metode penelitian lapangan (field research) yang dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Studi kepustakaan (library research), merupakan penyelidikan 
melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan 
dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum 
masyarakat dan pembangunan , dan pembinaan narapidana. 
2. Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang 
mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau 
objek penelitian guna memperolah data-data yang berkaitan 
dengan proses pembinaan narapidana. 
Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga metode 
yaitu: metode interview,kuisioner, observasi, dan dokumenter. 
Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan penulis 
dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk 
memberikan penjelasan terhadap keempat metode pengumpulan 
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data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai 
berikut : 
a. Metode wawancara/Interview 
Metode interview merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 
sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun 
interview ini dimaksudkan  untuk  pengumpulan data berbentuk 
wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara 
peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan 
secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini 
ditujukan pada para pejabat yang berwenang dalam hal yang 
berkaitan dengan judul penelitian. 
b. Metode Kuisioner  
Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah 
dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden. Tujuannya 
adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan 
penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan seakurat 
mungkin. 
c. Metode Observasi 
Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan 
secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala 
objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 
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akanmelaksanakan observasi dengan maksud agar dapat 
mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya 
kepada objek atau sasaran. 
d. Metode Dokumenter 
Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang 
menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode 
ini sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau 
tercatat.Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang 
sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.Sedangkan pengertian 
dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa 
yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa 
danatau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan 
keterangan mengenai suatu peristiwa. Penulis menggunakan 
metode dokumenter karena: 
1. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen 
mempunyai peranan yang sangat besar. 
2. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti 
tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) 
yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data 
yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan 
dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembinaan 
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narapidana. Hasil wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan tersebut 
kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data 
yang bersifat deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas II A Sungguminasa. 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa di 
bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 
M.04.PR.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 13 Unit Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Salah satunya Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa).  
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa berkapasitas 
368 orang dengan penghuni saat ini berjumlah 520 orang (per tanggal 7 
Mei 2014), terletak di jalan Lembaga desa Timbuseng kecamatan 
Pattalasang kabupaten Gowa. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas 
II A Sungguminasa berdiri diatas tanah seluas 158 x 103 meter persegi, 
dengan Luas Tembok Keliling 110 x 80,5 meter persegi, dibangun dalam 
empat tahap mulai tahun 2003 sampai dengan 2006. Mulai beroperasional 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sejak tanggal 2 Agustus 2007. 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa didesain sedemikian 
rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan 
dan mencoba menggunakan pendekatan mengarah rehabilitasi yang 
berkombinasi dengan protap. Bangunan Lembaga pemasyarakatan terdiri 
atas ruang perkantoran, gedung blok / kamar hunian yang terdiri atas:  
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 Blok A bawah dan A atas  
 Blok B bawah dan B atas  
 Blok C1 bawah dan C atas  
 Klinik, gereja, aula, ruang kegiatan kerja,masjid dan dapur  
Adapun visi, misi, tujuan, fungsi dan sasaran dari Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa adalah sebagai berikut: 
Visi : Terwujudnya insan petugas pemasyarakatan dan WBP 
yang bebas HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. 
 
Misi: 1) Melaksanakan perawatan kesehatan;  
2) Melaksanakan bimbingan rohani dan hukum;  
3) Melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi 
social;  
4) Membangun kemitraan;  
 
Tujuan : 1) Meningkatkan penegakan hukum;  
2) Pembentukan mental jasmani/rohani WBP;  
3) Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;  
4) Meningkatkan kualitas hidup Odha;  
5) Mengembangkan metode treatment, terapy 
rehabilitasi dan security narkoba di lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa.  
 
Fungsi : 1) Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik 
kasus narkotika;  
2) Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi 
narapidana/anak didik kasus narkotika;  
3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian;  
4) Melakukan pemeliharaan keamanan tatib dan urusan 
tata usaha dan rumah tangga 
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Sasaran  
(umum) : 1)  Meningkatnya kualitas ketakwaan kepada Tuhan 
Yang  Maha Esa 
2) Meningkatnya kualitas intelektual.  
3) Meningkatnya kualitas sikap dan prilaku.  
4) Meningkatnya kualitas profesionalisme.  
5) Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani.  
Sasaran  
(khusus) : 1) Isi Lembaga Pemasyarakatan ideal dengan kapasitas. 
2) Angka pelarian dan gangguan kamtib minim (bahkan 
tidak ada). 
3) Jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya 
meningkat. 
4) Menurunnya jumlah residivis. 
5) Persentase kematian dan sakit Warga Binaan 
Pemasyarakatan sama dengan dimasyarakat. 
6) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal 
manusia Indonesia. 
7) Lembaga Pemasyarakatan selalu dalam kondisi 
bersih dan terpelihara. 
8) Pembinaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat 
umum. 
 
B. Analisis Data-Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas II A Sungguminasa. 
Untuk mempertajam gambaran umum mengenai warga binaan 
pemasyarakatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II 
A Sungguminasa Kab. Gowa, berikut merupakan hasil analisis atau 
olahan data warga binaan pemasyarakatan. 
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TABEL 1 
Data Jumlah Warga Binaan 
Berdasarkan Kategori Status Penghuni 2 Tahun Terakhir 
No Tahun 
Status penghuni warga 
binaan Total Daya 
Tampung 
Kelebihan 
Daya 
Tampung Tahanan Narapidana 
1 2012 27 569 596 
368 
228 
2 2013 1 601 602 234 
Sumber data  : lembaga pemasyarakatan narkotika klas IIA 
sungguminasa 2014. 
 
Berdasarkan data tabel diatas bahwa dapat disimpulkan tahun 
2012 terjadi kelebihan daya tampung (over capacity) penghuni di lembaga 
pemasyarakatan klas II A Sungguminasa yakni  596 orang atau 162% dari 
jumlah kapasitas daya tampung  368 orang , begitu pula di tahun 2013 
terjadi kelebihan daya tampung (over capacity) yakni 602 orang atau 
164% dari jumlah kapasitas 368 orang . Untuk melihat data penghuni tiap 
bulannya lihat tabel 2. 
 
  
 
 
52 
TABEL 2 
Data Jumlah Warga Binaan 
Berdasarkan Kategori Jenis kejahatan 2 Tahun Terakhir 
No Tahun Bulan 
Jenis Kejahatan 
Total 
Penghuni 
Tiap Bulan 
Daya 
Tampung 
Kelebihan 
Daya 
Tampung 
Narkoba 
Bandar 
Narkoba 
Pengguna 
1 2012 
Jan 135 348 483 
368 
115 
Feb 135 364 499 131 
Mar 135 355 490 122 
Apr 411 125 536 168 
Mei 438 135 573 205 
Jun 438 146 584 216 
Juli 453 165 618 250 
Agust 429 160 589 221 
Sep 445 171 616 248 
Okt 461 176 637 269 
Nop 455 169 624 256 
Des 479 118 597 229 
2 2013 
Jan 434 160 594 
368 
226 
Feb 452 148 600 232 
Mar 458 155 613 245 
Apr 435 154 589 221 
Mei 450 176 626 258 
Jun 204 400 604 236 
Juli 100 490 590 222 
Agust 100 447 547 179 
Sep 127 443 570 202 
Okt 123 433 556 188 
Nop 0 0 0 0 
Des 123 460 583 215 
3 2014 Jan 48 498 546 368 178 
 
Sumber data  : lembaga pemasyarakatan narkotika klas IIA sungguminasa 2014. 
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Berdasarkan data tabel di atas dapat dapat disimpulkan bahwa 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa terdapat 2 jenis kasus 
kejahatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yakni sebagai 
Pengedar/Bandar narkotika, dan juga bertindak sebagai pengguna 
narkotika. 
 Pada tahun 2012 jumlah pengedar narkotika yang menjalani proses 
pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa paling banyak 
pada bulan Desember, yakni 479 warga binaan. Sedangkan pada bulan 
Februari, warga binaan terbanyak dengan jumlah 364 orang.Pada tahun 
2013 terjadi peningkatan warga binaan pengedar/Bandar menjadi 458 
orang pada bulan Maret.Pada tahun 2013 warga binaan pemakai 
narkotika pun mengalami peningkatan menjadi 490 orang pada bulan Juli. 
C. Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika 
terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa. 
1. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika 
pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa. 
Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam 
Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa, yang keseluruhannya 
merupakan terpidana tindak pidana akan penyalahgunaan narkotika sama 
dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan ketentuan 
Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 
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7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan 
tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap 
pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir. 
Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah Sepuluh 
Prinsip Pemasyarakatan, adapun  nilai-nilai  yang  terdapat pada prinsip-
prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan seperti yang dikemukakan pada 
sub bab mengenai sistem pembinaan pada bab II tinjauan pustaka. 
 Untuk lebih memperjelas Tahapan  Pembinaan Narapidana yakni : 
1. Tahap pertama 
Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan 
penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, 
termasuk  sebab-  sebab  ia  melakukan  pelanggaran,  dan  segala 
keterangan  tentang  dirinya  yang  dapat  diperoleh  dari  keluarga, bekas  
majikan  atau  atasannya,  teman  sekerja,  si  korban  dari perbuatannya,  
serta  dari  petugas  instansi  lain  yang  telah menangani  perkaranya.  
Pembinaan  tahap  ini  disebut  pembinaan tahap  awal.  Kegiatan  masa  
pengamatan,  penelitian,  dan pengenalan  lingkungan  untuk  
menentukan  perencanaan pelaksanaan  program  pembinaan  
kepribadian  dan  kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang 
bersangkutan berstatus sebagai narapidana  sampai  dengan  1/3  
(sepertiga)  dari  masa  hukuman pidananya.  Pembinaan  padatahap  ini  
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masih  dilakukan  dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara 
maksimum. 
2. Tahap kedua. 
Jika  proses  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  bersangkutan 
telah  berlangsung  selama-  lamanya  1/3  dari  masa  pidana  yang 
sebenarnya,  dan  menurut  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  sudah 
dicapai  cukup  kemajuan,  antara  lain  menunjukkan  keinsyafan, 
perbaikan,  disiplin  dan  patuh  pada  peraturan  tata  tertib  yang berlaku  
di  Lapas,  maka  kepada  narapidana  yang  bersangkutan diberikan  
kebebasan  lebih  banyak  dan  ditempatkan  pada  Lapas melalui 
pengawasan medium security. 
3. Tahap ketiga 
Jika  proses  pembinaan  terhadap  narapidana  telah  dijalani  ½  dari 
masa  pidana  yang  sebenarnya  dan  menurut  Tim  Pengamat 
pemasyarakatan  telah  dicapai  cukup  kemajuan  baik  secara  fisik 
ataupun  mental,  dan  juga  segi  keterampilannya,  maka  wadah proses  
pembinaannya  diperluas  dengan  asimilasi  yang pelaksanaannya  terdiri  
dari  dua  bagian  yaitu  waktunya  dimulai sejak  berakhirnya  tahap  awal  
sampai  dengan  12  (setengah)  dari masa pidananya. Pada tahap ini 
pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya 
sudah memasuki tahap  medium security.  Tahap  kedua  dimulai  sejak  
berakhirnya  masa  lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. 
Dalam tahap lanjutan  ini  narapidana  sudah  memasuki  tahap  asimilasi  
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dan selanjutnya  dapat  diberikan  pembebasan  bersyarat  atau  cuti 
menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.  
4. Tahap Keempat  
Jika proses pembinaan  telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang 
sebenarnya  atau  sekurang-  kurangnya  9  bulan.  Pembinaan  ini disebut 
pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan 
pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap  
lanjutan  sampai  dengan  berakhirnya  masa  hukuman  dari narapidana  
yang  bersangkutan.  Pembinaan  pada  tahap  ini terhadap  narapidana  
yang  memenuhi  syarat  diberikan  cuti menjelang  bebas  atau  
pembebasan  bersyarat  dan  pembinaannya dilakukan  di  luar  Lapas  
oleh  Bapas  yang  kemudian  disebut Pembimbingan Klien 
Pemasyarakatan.. 
Selanjutnya untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu 
hukum atau perundang-undangan, bukan hanya dapat dilihat dari apakah 
sebagian besar masyarakat yang menjadi target keberlakuan undang-
undang tersebut menaati atau tidak menaati aturan tersebut, tetapi juga 
dapat dilihat dari pola prilaku masyarakat, sifat ketaatan dari masyarakat 
dalam hal ini narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP)  dan 
bagaimana pengetahuan narapidana tentang perundang-undangan 
tersebut.  
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 Sifat atau jenis ketaatan menurut H.C Kelman ada tiga, yaitu:42 
1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi; 
2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan seseorang menjadi rusak; 
3. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu 
sesuai dengan nilai-nilai inrinsik yang dianutnya; 
 Jika  ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan 
umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya 
takut sanksi, maka derajad ketaatannya sangat rendah, karena 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau 
ketaatannya yang besifat Internalization, yang ketaatanya karena aturan 
hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, 
maka derajat ketaatannya yang tertinggi. 
Berdasarkan penjelasan diatas,penulis telah melakukan penelitian 
selama kurang lebih satu bulan dengan metode wawancara,teknik 
kuisioner, pengamatan langsung, studi kepustakaan, dan khusus teknik 
kuisioner dimana yang menjadi responden adalah narapidana atau warga 
binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Narkotika  klas II A 
Bolangi Sungguminasa(yang selanjutnya disebut LP Sungguminasa). 
                                                           
42 Achmad Ali, 1998,  Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT. Yarsif 
Watampone, hal. 193 
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yaitu 50 responden/narapidana Salah satu pertanyaan yang diberikan 
kepada narapidana adalah apakah anda mengetahui proses pelaksanaan 
pembinaan yang di lakukan di lembaga pemasyarakatan narkotika klas II 
A Bolangi  Sungguminasa. Adapun jawaban dari narapidana selaku 
responden yaitu : 
TABEL 3. 
JAWABAN RESPONDEN MENGENAI APAKAH MENGETAHUI 
PROSES PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN KLAS II A BOLANGI SUNGGUMINASA. 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Tahu 24 48% 
2 Tidak tahu 26 52% 
Jumlah 50 100% 
Sumber : Narapidana melalui pembagian kuisoner  selama ± I bulan  
 Berdasarkan hasil kuisioner di atas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 50 narapidana ,24 narapidana atau 48% mengetahui proses 
pelaksanaaan pembinaan di lapas narkotika, sedangkan 26 narapidana 
atau 52% narapidana tidak mengetahui proses pelaksanaan pembinaan di 
lapas narkotika. 
Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam 
melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di LP Sungguminasa 
belum mengetahui proses pelaksanaan pembinaaan tersebut. Lebih lanjut 
narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Sungguminassa tidak mendapatkan sistem pembinaanmengkhusus 
sebagaimana mestinya berdasarkan hasil wawancara terhadap Muh. 
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Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa mengemukakan 
bahwa dalam proses pembinaan narapidana narkotika di lembaga 
pemasyarakatan klas II A Sungguminasa sebenarnya tidak jauh beda 
dengan proses/pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan 
umum, hanya ada beberapa treatment khusus dalam upaya penanganan 
kecanduan dan rehabilitasi narapidana narkotika, namun sayangnya 
penanganan tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai.43 
Selanjutnya untuk mengetahui tentang efektivitas perundang-
undangan dalam hal ini efektivitas pembinaan narapidana narkotika, maka 
kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-
undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya 
adalah Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.44 
Kemudian yang dimaksud Pengetahuan tentang isi perundang-undangan 
dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat dalam hal ini narapidana 
tentang isi dari aturan hukum mengenai pelaksanaan pemnbinaan 
narapidana,untuk itu penulis telah melakukan penelitian dengan teknik 
kuisoner terhadap 50 narapidana dengan memberikan pertanyaan apakah 
anda mengetahui aturan-aturan mengenai proses pelaksanaan 
pembinaan.adapun jawaban dari narapidana yaitu : 
 
 
                                                           
43 Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan  Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa, pada tanggal 22 April 2014. 
44 Ibid. Achmad Ali, hlm. 378. 
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TABEL 4. 
JAWABAN RESPONDEN MENGENAI APAKAH MENGETAHUI 
ATURAN-ATURAN MENGENAI PROSES PELAKSANAAN 
PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BOLANGI 
SUNGGUMINASA 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Tahu 23 46% 
2 Tidak tahu 27 54% 
Jumlah 50 100% 
Sumber : Narapidana melalui pembagian kuisoner  selama ± I bulan  
 Berdasarkan hasil kuisioner di atas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 50 narapidana ,23 narapidana atau 46% mengetahui aturan-
aturan mengenai proses pelaksanaaan pembinaan di lapas narkotika, 
sedangkan 27 narapidana atau 54% narapidana tidak mengetahui aturan-
aturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika. 
Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam 
melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di LP Sungguminasa 
belum mengetahui aturan-aturan mengenai proses pelaksanaan 
pembinaaan tersebut.lebih lanjut Berdasarkan hasil wawancara 
penulisterhadap Muh. Akbar selaku petugas pemasyarakatan yang dalam 
hal ini sebagai pendamping dalam proses pelaksanaan pembinaan 
mengemukakan dalam hal proses pelaksanaan pembinaan di lapas 
narkotika kita sebagai petugas masih kurangnya sosialisasi  mengenai 
aturan atau petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan 
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pembinaan tersebut sehingga itulah program pembinaan selalu 
dilaksanakan oleh pihak ketiga.45 
Dalam proses pembinaan narapidana narkotika di LP 
Sungguminasa yang disebut sebagai  Warga Binaan Pemasyarakatan 
(WBP) Narkoba di LP Sungguminasa  telah mendapatkan pembinaan 
yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria tapi belum efektif yang 
seharusnya diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup 
Pembinaan di LP  Sungguminasa saat ini adalah sebagai berikut: 
1. Pembinaan Kepribadian 
Pembinaan Kepribadian dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Sungguminasa bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi warga 
binaan sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala 
perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan Kepribadian yang 
diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa  adalah 
Pendidikan Agama, , Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, 
pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadarab hukum. 
a. Pendidikan Agama 
Pendidikan agama di LP Klas II A Sungguminasa saat ini sudah 
termasuk lengkap. Hal ini dikarenakan tempat ibadah telah disediakan 
di dalam LP, seperti Mesjid untuk agama Islam, Pemberian Pendidikan 
Agama bertujuan agar Narapidana dapat lebih mendekatkan diri 
dengan Tuhan. 
                                                           
45 Wawancara dengan Muh Akbar, Petugas Pemasyarakatan  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Klas II A Bolangi Sungguminasa, pada tanggal 22 April 2014. 
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b. Pendalaman Kitab Suci 
Pendalaman Kitab Suci diberikan kepada para Warga Binaan agar 
mereka dapat lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.Pendidikan ini 
berlaku untuk semua agama baik Islam, Budha, Hindu, Kristen Katolik, 
dan Kristen Protestan dengan didampingi oleh seorang petugas 
pembimbing. 
c. Pendidikan Olahraga 
Pendidikan olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Sungguminasa tergolong lengkap. Jenis-jenis olahraga yang 
disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 
adalah Futsal, sepak takraw, voli, tenis meja,dan senam. Olahraga 
senam di LP Sungguminasa merupakan olahraga wajib yang harus 
diikuti oleh seluruh. 
d. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara  
Pembinaan berbangsa bernegara di Lembaga Pemasyarakatan klas II 
A Sungguminasa diarahkan agar warga binaan pemasyrakatan di LP 
Sungguminasa mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga 
Negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini 
dilaksanakan dengan cara penyuluhan. 
e. Pembinaan kesadaran hukum  
Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga pemasyarakatan klas II A 
Sungguminasa di arahkan agar warga binaan pemasyaraktan di LP 
Sungguminasa nantinya jika keluar dari lembaga pemasyarakatan 
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mengetahui hak dan kewajibannya dalam rangka mewujudkan dan 
turut menegakkan hukum dan keadilan. Sama halnya dengan 
pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum 
dilakukan dengan cara penyuluhan  
2. Pembinaan Kemandirian  
Pembinaan Kemandirian merupakan pendidikan yang lebih 
diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan 
narapidana.Pembinaan kemandirian dilakukan agar Warga Binaan 
Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat 
yang bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa saat ini adalah sebagai berikut : 
1. Perajin kayu; 
2. Pembuatan cendramata;  
3. Pengelasan; 
4. Melukis; 
5. Berkebun;  
6. Pembuatan bingkai dan asbak; 
7. Bercocok tanam; 
Untuk lebih mengakuratkan hasil pengamatan langsung yang dilihat 
penulis khusus untuk ruang lingkup pembinaan seperti yang dikemukakan 
diatas, penulis memberikan kuisioner kepada 50 orang narapidana dalam 
bentuk pertanyaan berupa apakah anda mengetahui ruang lingkup  
mengenai proses pelaksanaan pembinaan di l.adapun jawaban dari 
narapidana yaitu: 
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TABEL 5. 
JAWABAN RESPONDEN MENGENAI APAKAH MENGETAHUI RUANG 
LINGKUP MENGENAI PROSES PELAKSANAAN PEMBINAAN DI 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BOLANGI 
SUNGGUMINASA. 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Tahu 20 40% 
2 Tidak tahu 30 60% 
Jumlah 50 100% 
Sumber : Narapidana melalui pembagian kuisoner  selama ± I bulan  
 Berdasarkan hasil kuisioner di atas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 50 narapidana ,23 narapidana atau 46% mengetahui aturan-
aturan mengenai proses pelaksanaaan pembinaan di lapas narkotika, 
sedangkan 27 narapidana atau 54% narapidana tidak mengetahui aturan-
aturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika. 
Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam 
melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di LP Sungguminasa 
belum mengetahui ruang lingkup mengenai proses pelaksanaan 
pembinaaan tersebut. Dalam melaksanakan program-program Pembinaan  
tersebut, LP Sungguminasa bekerjasama dengan berbagai instansi 
pemerintah,Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisasi 
keagamaan dan organisasi massa terkait antara lain:  
1. Instansi : 
1. KPA (Komisi Penanggulangan Aids)  
2. Dinas Kesehatan Kab. Gowa 
3. Dinas Agama Kab. Gowa 
4. Dinas pendidikan Kab. Gowa 
5. Dinas Sosial Kab. Gowa 
6. Rumah sakit  
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2. Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM)  : 
1. Metamorfosa Makassar  
2. Yakita Makassar (saat ini vakum)  
3. YKP2N napi yang akan bebas.  
4. Yayasan Wahdah Islamiyah Makassar  
5. Organisasi Muhammadiyah Gowa  
6. Pondok Pesantren Darul Istiqomah Gowa  
7. Persekutuan Gereja Indonesia, dll  
 
Salah satu program pembinaan yang sering dilaksanakan di 
lembaga pemasyarakatan yakni pengajian/tadarus yang dilaksanakan 
setiap malam senin, kamis dan jumat.Khusus hari jumat diadakan jumat 
ibadah yang dkilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil 
wawancara terhadap Muh. Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan 
Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa 
mengemukakan bahwa program tadarus serta jumat ibadah yang diisi 
dengan kegitatan salah satunya dzikir bersama dilaksanakan setiap hari 
jumat, serta kegiatan penyuluhan yang sering dilaksanakan disebut 
program Harm Reduction yakni program penyuluhan yang dimana 
berfungsi sebagai meminimalkan efek kecanduan terhadap para warga 
binaan yang masih terikat dengan efek dari narkotika tersebut. Lebih lanjut 
Muh. Askari mengemukakan bahwa di lembaga pemasyarakatan 
sungguminasa juga di berikan terapi yakni Therapeutic Community (TC), 
terapi ini adalah  salah satu bentuk rehabilitasi sosial dimana warga 
binaan pemasyarakatan dibentuk untuk memiliki stabilitas fisik dan emosi 
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sehingga mampu mendayagunakan nalar dan mengembangkan 
keterampilan sosialnya.  Dengan tercapainya keterampilan sosial pada 
individu masing-masing, secara berkelompok narapidana diharapkan 
dapat saling membuka diri satu sama lain dalam pencegahan dan kontrol 
untuk tidak memakai narkoba lagi dan solve problem diantara sesama 
anggota komunitas (saling mendukung untuk berubah).46 
Bentuk terapi yang lainnya adalah Kelompok Dukungan Sebaya 
(KDS), pada prinsipnya hampir sama tujuannya dengan Therapeutic 
Community, hanya saja KDS lebih menekankan pada kelompok 
narapidana yang meliputi orang yang menghadapi tantangan yang sama, 
misalnya narapidana dengan infeksi tertentu(HIV/AIDS/TBC) atau 
kelompok narapidana yang baru menghadapi sebuah persoalan dengan 
narapidana lain yang pernah menghadapi persoalan yang sama tetapi 
telah mampu melewatinya. 
Dalam menjalankan program pembinaan yang dilakukan di LP 
Sungguminasa tidak bisa dilepaskan dari peranan petugas dalam hal ini 
sebagai pembimbing atau wali narapidana selama masih dalam program 
pembinaan, upaya yang dilakukan petugas dalam melaksanakan 
pembinaan sesuai dengan visi dan misi LP Sungguminasa pembentukan 
KDS (Kelompok Dukungan Sebaya), Pelaksanaan P4GN (Pencegahan, 
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan yg 
                                                           
46Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan  Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa, pada tanggal 22 April 2014. 
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terpenting adalah motivasi yang dilakukan oleh petugas terhadap warga 
binaan masyarakat. 
Selanjutnya narapidana sebagai subjek dalam pelaksanan juga 
seharusnya turut aktif dalam proses pembinaan ini misalnya memberikan 
saran kepada pihak lembaga pemasyarakatan atau setidaknya 
memberikan saran atau sering melakukan konsultasi dalam rangka 
membangun komunikasi agar nantinya pelaksanaan pembinaan dapat 
tercapai secara efektif sesuai tujuan dari pembinaan yakni mengembalikan 
secara utuh narapidana ke masyarakat pada umumnya dan keluarga pada 
khusunya, untuk itulah penulis melakukan memberikan kuisioner kepadda 
50 narapidana dalam bentuk pertanyaan berupa apakah anda merasa 
puas dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di lembaga 
pemasyarakatan klas II A Bolangi Sungguminasa. adapun jawaban dari 
narapidana yaitu: 
TABEL 6. 
JAWABAN RESPONDEN MENGENAI APAKAH ANDA MERASA PUAS 
TERHADAP PROSES PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN KLAS II A BOLANGI SUNGGUMINASA. 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Puas 24 48% 
2 Tidak puas 26 52% 
Jumlah 50 100% 
Sumber : Narapidana melalui pembagian kuisoner  selama ± I bulan  
 Berdasarkan hasil kuisioner di atas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 50 narapidana ,24 narapidana atau 48% merasa puas 
terhadap proses pelaksanaaan pembinaan di lapas narkotika, sedangkan 
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26 narapidana atau 52% narapidana tidak maerasa puas proses 
pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika. 
Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam 
melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di LP Sungguminasa 
belum merasa puas mengenai proses pelaksanaan pembinaaan tersebut, 
ini menunjukkan bahwa dalam penanganan proses pelaksanaan 
pembinaan yang dilaksanakan masih perlu diadakan pembenahan dalam 
lingkup pembinaannya khususnya bagi tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika yang seharusnya menitipberatkan pada proses perawatan 
kesehatan bagi narapidana itu sendiri.  
Pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga 
pemasyarakatan ini juga setidaknya memberikan efek tersendiri bagi 
narapidana, untuk itulah berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 
ada beberapa harapan yang diinginkan oleh narapidana ,dari hasil  
wawancara salah seorang narapidana bernama Ainul yaqin  warga binaan 
berumur 21 tahun yang dikenakan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, 
dia berpendapa serta menberikan harapan setelah menjalani proses 
pembinaan di LP Narkotika ini agar sekiranya untuk para pengusaha dan 
instansi-instansi sekiranya dapat menerima kami sebagai karyawan dan 
sebagai mantan narapidana. 47 
                                                           
47 Wawancara dengan Ainul Yaqin  Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa, pada tanggal 22 April 2014. 
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seperti yang di kemukakan diatas bahwa pelaksanaan pembinaan 
yang dilaksanakan di LP Sungguminasa sudah berjalan cukup baik dan 
memenuhi kriteria tapi belum berjalan efektif, tidak adanya pola 
pembinaan khusus terhadap narapidana yang berstatus pemakai dan 
narapidana yang berstatus pengedar/Bandar, di samping itu terjadinya 
over capacity di tiap bulannya yang lebih parahnya bahwa tidak adanya 
fasilitas yang menunjang seperti tidak adanya ruang sakau atau isolasi 
bagi pemakai.untuk lebih lanjut mengenai kendala yang di hadapi lihat sub 
bab selanjutnya. 
2. Hambatan  yang di hadapi dalam proses pelaksanaan 
pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 
Sungguminasa  
 
Dari berbagai program-program pembinaan  yang dilaksanakan  
terhadap warga binaan, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dalam 
wawancara mengakui mengahadapi banyak kendala yang mempengaruhi 
kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan 
esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika itu sendiri sebagai 
wadah pemasyarakatan dan pembinaan bagi narapidana narkotika.48 Dari 
hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang diperoleh penulis 
dari pihak lembaga pemasyarakatan, berbagai hambatan yang dihadapi 
antara lain menyangkut fasilitas maupun jumlah tenaga Petugas dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Berikut merupakan uraiannya antara lain:   
                                                           
48 Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan  Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa, pada tanggal 22 April 2014. 
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1)  Peraturan khusus terhadap Pembinaan Narkotika. 
Tidak adanya peraturan khusus yang dilaksanakan dalam 
pelaksanaan program pembinaan narapidana narkotika di lembaga 
pemasyarakatan narkotika yang saat ini masih menggunakan 
program pembinaan pembinaan lembaga pemasyarakatan secara 
umum. Dan juga tidak adanya perlakuan terhadap narapidana 
yang berstatus sebagai  pemakai  dan narapidana berstatus 
pengedar/Bandar, untuk lebih memperjelas lihat tabel 2. 
2) Daya Tampung  
Pada awalnya LP Sungguminasa dirancang untuk dihuni kurang 
lebih 200 orang warga binaan, dan kemudian dibuatlah kawasan 
Lembaga Pemasyarakatan dengan daya tampung 368. Akan tetapi 
pada akhirnya seiring perkembangan zaman di era globalisasi, 
jumlah warga binaan LP Sungguminasa membludak dan melebihi 
kapasitas daya tampung dan saat ini warga binaan berjumlah 594 
orang lihat tabel 2  .Hal ini diperparah oleh Rutan yang sudah 
mendesak untuk mengalihkan narapidana kasus narkotika yang 
telah divonis untuk dipindahkan ke LP Sungguminasa. Jumlah 
narapidana yang siap untuk dialihkan tidaklah sedikit namun 
berjumlah kurang lebih 300 orang. 
3) Ruang Rehabilitasi (sakau) dan ruang isolasi  
Pihak Lembaga Pemasyarakatan mengaku tidak memiliki ruangan 
rehabilitasi yang seharusnya dapat digunakan untuk program 
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penanggulangan narapidana ketergantungan narkotika.Pentingnya 
ruangan tersebut adalah untuk digunakan dalam menangani warga 
binaan yang sedang mengalami sakau. Begitu pula dengan 
ruangan isolasi yang juga tak ada padahal keberadaan ruangan 
tersebut dapat digunakan untuk mengisolasi warga binaan yang 
yang mengalami perkelahian ataupun berbuat pelanggaran yang 
dapat membahayakan penghuni lainnya 
4) Luas Lahan  
Persoalan kurangnya lahan menjadi kendala yang cukup rumit, saat 
ini total keseluruhan luas lahan adalah 3 hektar yang merupakan 
tempat bagi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika dan 
Lembaga Pemasyarakatan wanita yang bangunannya saling 
berdekatan. 
5) Jumlah Petugas/Tenaga Kesehatan  
Keberadaan petugas/tenaga kesehatan hanya terdiri dari seorang 
dokter dan 2 (dua) orang perawat.Kondisi ini diperparah dengan 
keberadaan dokter yang biasanya hanya ada di akhir pekan karena 
sedang izin mengikuti pendidikan spesialis sehingga hanya ada 2 
(dua) perawat saja.Penanganan kesehatan terhadap warga binaan 
hanya sebatas koordinasi jarak jauh antara perawat dan dokter. 
Tidak hanya itu, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ini sendiri 
tidak memiliki tenaga psikolog maupun psikiater sedangkan di 
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Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar memiliki fasilitas 
tersebut 
6) Kapasitas Klinik Kesehatan  
Klinik Kesehatan sangat berperan penting pada tahapan 
penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau 
gangguan kesehatan.Namun sangat disayangkan karena Klinik 
kesehatan kesehatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan 
pun sangat kecil dan tidak mempunyai ruang rawat inap.Kondisi 
darurat yang tidak dapat dihindari salah satunya bila ada warga 
binaan yang sakit, penanganan untuk rawat inap hanya dilakukan 
di ruang klinik dokter yang juga berfungsi ganda sebagai ruang 
pemeriksaan dan hanya memiliki 2 tempat tidur. 
7) Jumlah Blok Hunian  
Kapasitas untuk setiap kamar di blok hunian untuk warga binaan 
adalah berjumlah 10 orang namun dalam kenyataannya tak dapat 
dihindari bahwa blok hunian tersebut dengan terpaksa di isi hingga 
20 orang. Hal ini sangat mempengaruhi upaya pemisahan dan 
penggolongan warga binaan berdasarkan jenis narkotika yang 
digunakan demi membantu mengurangi tingkat ketergantungan dan 
memudahkan proses rehabilitasi, akan tetapi sekali lagi persoalan 
lahan menjadi kendala bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan. 
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8) Kualitas dan Kuantitas Petugas  
Petugas pemasyarakatan dalam hal menjalankan program 
pembinaan dia sebagai pembimbing narapidana dan juga sebagai 
pengawas, diperparah lagi bahwa petugas pemasyarakatan  yang 
hanya berjumlah 75 orang harus mengawasi 521 orang 
narapidana. Jadi petugas juga diberikan beban ganda diamping dia 
sebagai petugas dalam pengamanan dia juga sebagai pendamping 
narapidana dalam proses pelaksanaan pembinaan, 
9) Motivasi Narapidana  
Dalam menjalankan program pembinaan, narapidana seharusnya 
memiliki motivasi untuk setidaknya merubah diri sendiri, dari hasil  
wawancara salah seorang narapidana bernama yakub warga 
binaan berumur 40 tahun yang dikenakan pidana penjara selama 4 
tahun karena melanggar pasal 111 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika.ia berpendapat dalam hal program pembinaan 
yang dilakukan sebenarnya sangat bermanfaat karena kita yang 
sebenarnya ndak tau mengaji jadi ngerti mengaji, dia juga 
berpendapat bahwa hambatan yang paling besar itulah memotivasi 
diri sendiri agar mau berubah sebelum kita memotivasi teman-
teman yang lain.49 
Dengan demikian bahwa dalam proses pelaksanaan pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa masih banyak banyak terdapat 
                                                           
49 Wawancara dengan Yakub  Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa, pada tanggal 22 April 2014. 
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hmabatan-hamabatan, untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut 
ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh pihak lembaga 
pemasyarakatan berdasarkan hasil wawancara terhadap Muh. Askari 
Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa mengemukakan 
sebagai berikut.  
“ Untuk lebih mengakrabkan diri serta menjalin tali silaturahmi 
antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan dalam 
menunjang proses pembinaan dan mengefektifkan pengamanan, 
pihak lembaga pemasyarakatan lebih banyak melakukan 
pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 
berwujud rekreasional seperti bernyanyi bersama dengan iringan 
electone, nonton bareng antara pihak petugas dan warga binaan 
pemasyarakatan. Pendekatan seperti ini efektif untuk memudahkan 
penetrasi program pembinaan kepada narapidana sekaligus  salah 
satu bentuk pengamanan psikologis.”50 
 
Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan 
permasalahan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Klas II A Bolangi Sungguminasa yang penulis temukan dalam penelitian 
ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pembinaan 
terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Klas II A Bolangi Sungguminasa Kab. Gowa belum efektif. 
 
 
 
 
                                                           
50 Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan  Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa, pada tanggal 22 April 2014. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA 
Sungguminasa belum efektif, namun penanganannya telah sesuai 
dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang 
dilaksanakan di  lapas narkotika klas IIA Sungguminasa yakni 
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan 
Kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Sungguminasa  adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab 
serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, 
dan pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian 
yang dilaksanakan ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, 
Pengelasan, Melukis, Berkebun, Pembuatan bingkai dan asbak dan 
Bercocok tanam  
2. Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang 
dilakukan, penulis menemukan berbagai macam hambatan yang 
dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 
Sungguminasa antara lain:  
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1. Peraturan khusus terhadap Pembinaan Narkotika. 
2. Daya tampung  
3. Ruang Rehabilitasi (sakau) dan ruang isolasi  
4. Luas Lahan  
5. Jumlah Petugas/Tenaga Kesehatan  
6. Kapasitas Klinik Kesehatan  
7. Jumlah Blok Hunian  
8. Kualitas dan Kuantitas Petugas  
9. Motivasi Narapidana. 
Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan 
permasalahan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
yang penulis temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis 
berpandangan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana narkotika 
di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa Kab. 
Gowa belum berjalan efektif. 
 
B. Saran  
Proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang 
dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan klas IIA sungguminasa belum 
berjalan efektif, Sehingga ada beberapa hal yang Penulis sarankan agar 
kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam 
upaya penanganan pembinaan narapidana narkotika bagi warga binaan 
Lembaga Pemasyaraktan Narkotika: 
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1. Sebelum dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, sebaiknya 
dibedakan terlebih dahulu dilihat dari jenis kasus, narapidana 
narkotika yang hanya menjadi pemakai seharusnya di rehabilitasi di 
BNN dan narapidana yang sebagai pengedar/bandar harus 
menjalani pidana penjar di lapas. 
2. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan di isi sesuai dengan jumlah 
kapasitasnya yakni sebanyak 368 orang. Apabila melebihi 
kapastias seperti saat ini berjumlah 594 orang, maka sebaiknya 
pemerintah perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan 
lahan/kawasan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.  
3. Pengembangan klinik kesehatan dengan menambahkan ruangan 
rawat inap yang dapat digunakan bagi narapidana yang sakit dan 
Pembangunan dan pengadaan Ruang Rehabilitasi yang dapat 
digunakan untuk program penanggulangan narapidana 
ketergantungan narkotika, dan ruang isolasi yang dapat digunakan 
untuk mengisolasi warga binaan yang yang mengalami perkelahian 
ataupun berbuat pelanggaran yang dapat membahayakan 
penghuni lainnya.  
4. Jumlah petugas/tenaga kesehatan sebaiknya ditambahkan dengan 
keberadaan tenaga psikolog ataupun psikiater serta keberadaan 
dokter di Lembaga Pemasyarakatan harus dapat diandalkan, 
artinya dokter harus bisa berada di tempat pada saat dibutuhkan. 
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Apabila ada dokter yang sedang mengikuti pendidikan spesialis, 
sebaiknya dapat digantikan dengan dokter lain. 
5. Perlu diadakannya kerjasama berkelanjutan antara Badan 
Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika dalam upaya menekan sifat ketergantungan narkotika 
bagi warga binaan. 
6. Agar sistem pembinaan untuk narapidana narkoba di Lembaga 
Pemasyarakatan harus dilakukan lebih mengkhusus. Pembinaan 
secara khusus dengan program rehabilitasi merupakan cara terbaik 
bagi penyembuhan narapidana penyalahgunaan narkoba dari 
kepentingan narkoba. Dalam hal ini diperlukan perhatian dari 
Pemerintah untuk membantu mewujudkan pembinaan khusus bagi 
narapidana penyalahgunaan narkoba sehingga narapidana 
penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjalani hukuman 
pidananya tetapi juga dapat sembuh dari ketergantungannya. 
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